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PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN, AUDIT KHUSUS, DAN

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang

. a. bahwa pemantauan hasil audit kepatuhan dan/atau audit

khusus, baik yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan maupun lembaga pengawas

pengatur perlu ditingkatkan efektifitasnya,;

. bahwa Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan Nomor: PER-
10/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Audit Kepatuhan dan Audit Khusus belum mengatur
secara khusus mengenai pemantauan hasil audit
kepatuhan dan/atau audit khusus dimaksud, sehingga
peraturan tersebut perlu diganti dengan Peraturan Kepala
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang

baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu


http://www.peraturan.go.id

2016, No.1897

Mengingat

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara
Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5164);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709);
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN, AUDIT KHUSUS DAN
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang

selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen
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yang dibentuk dalam rangka mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian uang.
Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan
hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan
atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan,
pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas
sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain
yang berhubungan dengan uang.

Transaksi Keuangan Mencurigakan, selanjutnya

disingkat TKM, adalah:

a. transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang; dan

b. transaksi keuangan mencurigakan terkait
pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme.

Transaksi Keuangan Tunai yang selanjutnya disingkat

TKT adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan

menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang

menurut Undang-Undang wajib dilaporkan kepada

PPATK.

Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut

peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada

PPATK.

Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya

disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan

pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi

terhadap Pihak Pelapor.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa
Pihak Pelapor.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang selanjutnya
disingkat PMPJ adalah prinsip yang diterapkan Pihak
Pelapor dalam rangka mengetahui profil, karakteristik,
serta pola Transaksi Pengguna Jasa dengan melakukan
kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini.
Audit Kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan
dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan
kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan
prinsip mengenali Pengguna Jasa dan/atau kewajiban
pelaporan kepada PPATK.

Audit Khusus adalah pemeriksaan dengan ruang lingkup
dan/atau tujuan tertentu baik dalam rangka Analisis
atau Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK dan/atau
tindak lanjut pengawasan kepatuhan.

Analisis adalah kegiatan meneliti laporan TKM dan/atau
laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK
dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi
tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana
lainnya.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis,
dan evaluasi TKM yang dilakukan secara independen,
objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya
tindak pidana.

Pemantauan adalah kegiatan untuk memastikan
terpenuhinya seluruh rekomendasi atau komitmen tindak
lanjut hasil Audit Kepatuhan dan/atau Audit Khusus
baik yang dilakukan oleh PPATK maupun LPP.

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana,
baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun
selain kertas, atau yang terekam secara elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. tulisan, suara, atau gambar;

b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
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c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang
memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu membaca atau memahaminya.

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang.

Profesi adalah Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta

Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana

Keuangan yang ditetapkan sebagai pihak pelapor

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang.

BAB 11
AUDIT KEPATUHAN ATAS
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA,
KEWAJIBAN PELAPORAN, DAN AUDIT KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
PPATK berwenang melakukan Audit Kepatuhan dan
Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor.
Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus
dilakukan oleh PPATK secara mandiri atau bersama-

sama dengan LPP.

Pasal 3

Pelaksanaan Audit Kepatuhan terkait penerapan PMPJ dapat

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Audit Kepatuhan

terkait kewajiban pelaporan.

Pasal 4

Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor

dilakukan pada:

a.

kantor pusat atau tempat usaha dari Pihak Pelapor;
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